
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.772, 2017 KEMENPERIN. Pemberian Layanan Publik 

Tertentu. Konfirmasi Status Wajib Pajak.  
 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19/M-IND/PER/5/2017 

TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK 

TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perindustrian tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 

Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan  Jangka 

www.peraturan.go.id
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Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN 

LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan pembayar 

pajak yang melakukan permohonan layanan publik 

tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian. 

2. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebelum 

memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh 

Keterangan Status Wajib Pajak. 

3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka 

pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan 

publik tertentu pada Kementerian Perindustrian. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap pemberian layanan publik tertentu di lingkungan 

Kementerian Perindustrian harus dilakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak. 

(2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui: 

www.peraturan.go.id


